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ABSTRAK

(A) Nama : Muhammad hafidz Firdaus
(B) Judul Tesis : Peran Majelis Pengawas Daerah Dalam Penanganan Tindak

Pidana Terhadap Notaris Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 49/PUU-X/2012

(C) Halaman : Xi + 155 halaman + 2022
(D) Kata Kunci : Majelis Pengawas Daerah, Tindak Pidana, Persetujuan,

(E) Isi

Notaris.

Sepanjang Notaris yang dipanggil tersebut mematuhi dan mentaati aturan-
aturan yang terdapat dalam UUJN maupun kode etik notaris, maka Notaris
yang bersangkutan akan aman dari segala tindakan atau perbuatan yang
melawan hukum terutama bidang hukum pidana. Pemanggilan notaris oleh
penyidik kepolisian berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum. Berkenaan
dengan beberapa pelanggaran hukum oleh Notaris dan seiring dengan telah
diresmikan dan disahkannya UUJN, maka pihak penyidik polisi sesuai dengan
Pasal 66 ayat (1) UUJN, tidak perlu lagi meminta persetujuan dari Majelis
Pengawas Daerah (MPD) atau sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1)
UUJN. Namun, perlu meminta persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris
(MKN) untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Notaris baik
sebagai saksi maupun tersangka tindak pidana. Hal ini sesuai dengan Pasal 66
ayat (1) UUJN. Berdasarkan kedua pasal tersebut dapat diketahui adanya
perbedaan peran penyidik dalam melakukan pemanggilan dan pemeriksaan
terhadap Notaris baik sebagai saksi maupun tersangka suatu tindak pidana.
Keberadaan Pasal 66 ayat (1) UUJN, didukung dengan dikeluarkannya Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, yang isinya menghapus hak
istimewa notaris dalam memberikan keterangan kepada polisi. Bagaimana
implikasi yuridis putusan terhadap eksistensi MPD serta dampak perubahan
peran MPD terkait persetujuan kepada penyidik POLRI dalam penanganan
tindak pidana terhadap notaris pasca Putusan MK Nomor 49/PUU-X/2012?
Metode penelitian yuridis normatif. Teori yang digunakan adalah Teori
Kewenangan, Teori Kepastian Hukum dan Teori Tindak Pidana. Eksistensi
MPD terhadap kewenangan Pasal 66 UUJN 30 Tahun 2004 ini telah hilang dan
tidak dapat di gunakan lagi sebagai hak lembaga MPD dalam menjalankan
kewenangannya di daerah. MPD masih tetap ada dan mempunyai kewenangan
dan kewajiban. Hasil putusan ini dianggap sangat merugikan hak para Notaris
dan semakin membebani tugas para Notaris dalam menjalankan tugas dan
jabatannya dalam pembuatan akta-akta otentik.
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(B) Thesis Title :The Role of the Regional Supervisory Council in Handling
Crimes Against Notaries After the Decision of the
Constitutional Court Number 49/PUU-X/2012
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(D) Keyword : Regional Supervisory Council, Crime, Approval, Notary.
(E) Content
As long as the Notary who is summoned complies and complies with the
rules contained in the UUJN and the notary code of ethics, the Notary
concerned will be safe from all actions or actions that are against the law,
especially in the field of criminal law. The summons of a notary by the police
investigator is related to the alleged violation of the law. With regard to several
violations of the law by a Notary and in line with the inauguration and
ratification of the UUJN, the police investigators in accordance with Article
66 paragraph (1) of the UUJN, no longer need to ask for approval from the
Regional Supervisory Council (MPD) or as regulated in Article 66 paragraph
( 1) UUJN. However, it is necessary to seek approval from the Notary
Honorary Council (MKN) to summon and examine Notaries as witnesses or
suspects of criminal acts. This is in accordance with Article 66 paragraph (1)
UUJN. Based on the two articles, it can be seen that there are differences in
the role of investigators in summoning and examining Notaries, both as
witnesses and suspects of a crime. The existence of Article 66 paragraph (1) of
the UUJN is supported by the issuance of the Constitutional Court's Decision
Number 49/PUU-X/2012, which removes the privilege of notaries in providing
information to the police. What are the juridical implications of the decision
on the existence of the MPD and the impact of changing the role of the MPD
in relation to the approval of POLRI investigators in handling criminal acts
against a notary after the Constitutional Court Decision Number 49/PUU-
X/2012? Normative juridical research method. The theory used is the theory of
authority, the theory of legal certainty and the theory of crime. The existence
of the MPD against the authority of Article 66 UUJN 30 of 2004 has
disappeared and can no longer be used as the right of the MPD institution in
carrying out its authority in the region. MPD still exists and has the authority
and obligations. The results of this decision are considered very detrimental to
the rights of Notaries and increasingly burden the duties of Notaries in
carrying out their duties and positions in making authentic deeds.
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